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BAB YV

PENUTUP

Kesirapuian
Setelah% melakukan riset pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarte Tebet,

Penulis menariék kesimpulan yang antara lain adalah:

a. Keglatan Fé’enagihem Pajak dengan Surat Paksa yang ada di KPP Pratama
Jekarta Te%aet sudzh berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku
sekarang ml di Indonesia yaita, Undang-Undang Pajak Nomor 19 Tahun
2000. :

b. Kantor Peélayanan Pajak Jakarta Tebet sudah secara aktif melakukan
pamagihan?yang dilakukan melalui Juru sita sesuai dengan proses yang
barlaku.

¢. Masih banﬁéxyaknya Wajib Pajak yang berusaha untuk menghindar dari

pambayaran pajak.

Saran

Peneriiénaan atas Penagihan Pajak yang diterima oleh Kantor
Pelayanan Pajalx Jakarta Tebet masih jauh dari yang dibarapkan oleh pihak
Kantor Pelayagman Pajak Jakarta Tebet karena dalam pelaksanaannya masih
sering terdapat banvek hambaian yang mengganggu jalannya kegiatan

penagthan teréebut, Agar kegiatan Penagihan tersebut dapat berjalan sesuai
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dengen lancar, maka penuiis ingin memberikan saran yang dapat digunakan

sebagai bahan:pertimbang;an bagi Kantor Pelayanan Pajak J akarta Tebet yang

antara lain adaéliah:

a. Diharapkalél agar Kanior Pelayanan Pajak Jakarta Tebet dapat tetap
memperﬁaﬁamkan kinerjanya dalam melakukan kegiatan Penagihan Pajak
sesual derfgan peraturan Perpajakan yang berlaku seperti yang selama ini
dilakukan.

b. Diimrapkaj:n agar pihak KPP lebih memperhatikan kinerja Jurusita dalam
melaksanaikan penagihian, apakah para Juru sita tersebut sudah baik
dalam méia.ksanakm kegiatannya, ataukah ada kemungkinan Juru sita
tzrsebut bé:kerja tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

c. I)iharapkiés.n pinak KPP dapat menindak tegas apabila terjadi
pcnyeiew%:ngan pada Kantor Pelayanan Pajak tersebut.

Dihar%tpkau saran-saran yang telah sebutkan di atas dapat membantu

KPF dalam igmenjalau'zis:am kegiatan Penagihan Pajak sesuai dengan peraturan

perpajakan }fang berlaky di Indonesia sckarang ini dengan lebih mudah,

schingga Peénerimmn Negara yang diperoleh dari sektor Pajak dapat

berjalan dengan baik
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DEPARTEMEN KEUANG AN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH JAKARTA

KANTOR PELAYANAN PAJAK

alamat dan nomor telepon KPP

ada Yth. Saudara/Direkiur

ta
P
1al

; TEGURARN
;Nomos’":, AMPJ. KP. {20

arut tata usaha kami hingga saa{ ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikui:

Nomor & tanggai STP/SKPKB/SKPKBT/| o g
is Pajak | Tahun Pajak SK Pembeiulern/ SK Keberatan/ torihe ggmlj)a aran a‘asg
g . Putusan Banding *) pop Y -

Jumlah Rp.

Jah tunggakan ditulis dengan huruf cetak #

imencegah tindakan penagihan pajax dengan Surat paksa berdasarkan Undang-undang Nomor 19
11997 tentang Penangihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-
g nomor 19 tahun 2000 (UU PPSP} maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumiah
akan pajak dalam waktu 21 (dua puluh saiu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran ini.

1 hal Saudara telah rne!unasi; tunggakan pajak terssbut di atas, dimohon agar Saudara segera

orkan kepada kami (Seksi Penagihan).

Jakarta,

a.n. Kepala kantor
Kepala Seksi Penagihan

(nama)
NiP.

i\t yang tidak perlu
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DEFPARTEMEN KEUANGRN KEFUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH JAKARTA

KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI / BADAN

omor

asafTahun Pajak

inggal Penerbitan

wrdasarkan Pasal 14 Undang-urdang Mo, 16 tahun 2000 & Undang-undang No.17 Tahun 2000 telah dilakukan penelitian dan / atau

meriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajék Penghasilan Pasal

ama
PWP

wi penelitian dan / atau pemeriksaan tersebid di atas penghitungan jumlah pajak vang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

Angsuran Pajak/Pokok Pajak rang harus s?ibayar Rp -
. Telah dibayar : Rp -
5 Kurang dibayar : Rp -

- Sanksi Administrasi ;

a. : 7 /

b Q \ ’
. | i :
[d. Jumlah sanksi administrasi e :
Jumlah yang masih harus dibayar { 3 + 4.4) Re -

# jumiah tunggakan ditulis dengan huruf ceak #

KEPADA Yth. :
(Alamat Penanggung Pajai) _ a.n, DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

KEPALA SEKS| PENAGIHAN

{Nama)
NIP



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH JAKARTA

KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT PAKSA
Momor : SPaoucy/ WERIa/KPaxxd/20xx
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

Enhung bahwa:
© Wajib Pajal/
sgeung Pajak
[)

0

tagak pajak sebagaimana tercantum di bawah ini:

% Jenis Pajak Tahun Pajak  |Nomor & tassggal Tanggal jatuh tempo Jumlah lunggakan pajak
' STP/SEFKEB/SKPEBT/ pembayaran

SK Pembetubm/ SK
Keboratan/ Putasan

: Jumlah Rp.
I winggakan ditulis dengan hural cetak)

1int:

smerintahkan Wajib i’ajakfi"eﬁaanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Bank Persepsi/ Kantor

5. ditembah dengan biaya penagihan dalam wakts 2 (dua) kali dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini.

‘merintahkan kepada Jurusita yang n;aeiaksana%azm Surar Paksa ini atau Jurusita lain yang ditunjuk untuk melanjutkan
aksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitasr: atas barang-barang milik Wajib Pajak/ Penanggung Pajak apabila dalam
gka waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam perintah sebagaimana disebut dalam butir 1 di atas tidak dipenuhi.

PERHATIAN : Ditetapkan di Jakarta
- Pada tanggal ; xx xxxxxx 20xx
" HARUS DILUNASI DALAM WAKTU Kepala Kantor Pelayanan Pajak
JAM SETELAH MENERIMA SURAT

NI
JAH BATAS WAKTU INI, TINDAKAN
FIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN

AN PENYITAAN. '
2 Ayat 1 UU Nomor 19 takun 1997 NXX
mana telah diubah dengan UL Nomor: NIP ocoooxx

n 2000)




